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Abstract, This study aims to see whether the quality of human resources, the application of 
accounting standards and information governance affects the financial reporting of local 
governments in Wajo Regency. The population of this study were all employees of the 
financial division of the SKPD in the scope of Wajo Regency, namely the Department of Public 
Works for Spatial Planning and Land, the Office of Health and the Office of Agriculture and 
Food Security. While the research sample was 30 employees. This type of research is 
quantitative research. Collecting data from filling out questionnaires. The data collected were 
processed using SPSS 22 with multiple linear regression analysis to test the hypothesis. 
Based on the results of research, the government can ignore that the quality of human 
resources and the application of accounting standards have a positive effect on regional 
financial reporting. Meanwhile, the use of information technology has no effect on local 
government financial reporting. This may be due to the fact that the Wajo District SKPD is 
lacking in maximizing the integrated computer system. 
Keywords:  Quality of Human Resources, Application of Government Accounting 
Standards, Utilization of Information Technology, Reliability of 
Regional Government Financial Reporting. 
 
Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas sumber daya manusia, 
penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi 
berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten 
Wajo. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan di SKPD lingkup 
Kabupaten Wajo pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas 
Kesehatan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang diolah program 
SPSS untuk analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. hasil penelitian 
menunjukan bahwa kualitas sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi 
pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh 
terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena 
SKPD kurang memaksimalkan penggunaan sistem komputer yang terintegrasi. 
Kata Kunci:  Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Keandalan Pelaporan 




Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu proses tata keuangan yang telah 
mengalami kemajuan sistem keuangan yang lebih modern. Laporan keuangan baik 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. 
Penerapan akuntabilitas publik sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban yang 
dilaksanakan secara periodik (Loli Efendi, 2017) yang telah diatur dalam Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah. Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pelaporan 
keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya, karena meningkatnya tuntutan 
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masyarakat dalam penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik (good 
governance) dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparansi. 
Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan SAP (Standar 
Akuntansi Pemerintahan) agar dapat menyediakan informasi yang andal mengenai 
seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama periode pelaporan. Standar 
Akuntansi Pemerintahan merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang 
mempunyai kekuatan hukum dalam meningkatkan kualitas dengan tingkat keandalan 
laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang ditetapkan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Pelaporan keuangan dikatakan andal apabila dalam 
penyajiannya terdapat fakta-fakta secara jujur dan relevan serta dapat diverifikasi atau 
proses menentukan kebenaran laporan keungan. Fenomena yang ada dalam sektor publik, 
dimana masyarakat menuntut pemerintah agar pelaksanaan transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah tercapai untuk mewujudkan good 
govemace. 
Pelaporan keuangan yang dihasilkan dari basis akrual dapat mengurangi 
kesempatan atas kecurangan yang terkait dengan pengukuran kinerja dan terwujudnya
 transparansi serta akuntabilitas pada sektor publik. Untuk meningkatkan 
akuntabilitas terhadap laporan keuangan pemerintah daerah diaudit oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan kewajaran dari penyajian laporan 
keuangan pemerintah daerah yang memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam 
tercapainya opini WTP, pemerintah menyusun laporan keuangan berdasrkan acuan dari 
standar akuntansi pemerintahan (SAP). Keandalan laporan keuangan pemerintah daerah 
juga tidak terlepas dari pengaruh dari sumber daya yang mampu memberikan kontribusi 
yang optimal untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pemerintah daerah harus memiliki 
sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah 
serta mampu memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi para stakeholder. 
Pemanfaatan dari teknologi informasi yaitu mampu memberikan keceptan dalam 
memperoses transaksi dan menyiapkan laporan serta keakuratan dalam perhitungan. 
Dari sisi akuntansi peningkatan total volume Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan luar biasa serta 
menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan 
kompleks harus diikuti dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi infomasi untuk 
meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah (Ananda Iphan Kosegaran, 2017). 
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi 
Selatan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wajo memperoleh 
opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada periode tahun 2015-2019. Hal ini 
membuktikan adanya keseriusan pemerintah Kabupaten Wajo dalam mewujudkan 
transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten 
Wajo melakukan kerja sama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan 
Sulawesi Selatan dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa 
untuk mendukung program kerja nyata dalam zona integritas menuju kawasan bebas 
korupsi (Kata Sulses.com, 2019). Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih 
dalam tentang faktor- faktor yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah dengan melihat hasil audit bahwa Kabupaten Wajo selama 5 tahun 
berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut tentu 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat menarik untuk diteliti, penelitian ini 
dilakukan di beberap SKPD di lingkup Kabupaten Wajo. 
 
TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
Teori Keagenan (Agency Theory) 
Teori Keagenan merupakan teori yang menyatakan bahwa secara umum hubungan 
keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) memerintah 
orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal (Jensen dan 
Meckling,1976). Dalam akuntabilitas publik, pihak pemegang amanah (agen) untuk 
memberikan suatu pertanggungjawaban dari segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak 
pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut. 
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Sudut perspektif akuntansi sektor publik dalam pemerintahan merupakan 
pemerintah sebagai agen yang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan 
secara transparan dan akuntabel bagi pengguna informasi laporan keuangan pemerintah 
atau stake holder dalam perannya sebagai principal yang berhak membuat keputusan 
ekonomi, sosial dan politik dan menilai akuntabilitas. Akuntabilitas suatu instansi 
pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi bersangkutan. 
 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Laporan keuangan adalah catatan informasi pada suatu entitas dengan suatu 
periode akuntansi yang dapat digunakan dengan tujuan tertentu dan dapat 
menggambarkan kinerja suatu entitas tersebut. laporan keuangan merupakan laporan 
yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan pada 
suatu entitas. Menurut Munawir (2010) pelaporan keuangan adalah hasil dari proses 
akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 
atau aktivitas suatu instansi dengan pihak- pihak yang berkepentingan dengan data atau 
aktivitas suatu instansi. Laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah 
diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan 
Catatan Atas Laporan Keuangan. 
 
Keandalan Pelaporan Keuangan 
Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa 
informasi tersebut benar dan valid (Muslikha, 2015). Keandalan pelaporan keuangan 
harus menyajikan informasi secara jujur dan dapat diverifikasi dalam setiap laporan 
keuangan. Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah telah ditentukan berdasarkan 
empat karakteristik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (ASP) yang telah diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat 
dibandingkan dan dapat diapahami. Keandalan pelaporan keuangan yaitu menyajikan 
informasi keuangan yang dapat diverifikasi, netralitas dan penyajian jujur. 
 
Sumber Daya Manusia (SDM) 
Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu 
organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi dan 
kewenangannya untuk mancapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus 
dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untuk menghasilkan keluaran-
keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes) (Irmawati, 2018). Komponen dalam 
pembentukan kompentensi sumber daya manusia yaitu pengetahuan, skill dan sikap atau 
tingkah laku seseorang dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan 
peraturan instansi (Majid J,2018). 
 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan acuan dalam penyusunan 
laporan keuangan yang menjadi aturan hukum untuk meningkatkan kualitas dengan 
tinggat keandalan pelaporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
71 Tahun 2010 perubahan dari Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005. Standar 
akuntansi pemeritahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memuat 
12 pedoman dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. 
 
Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Teknologi informasi adalah sistem berbasis IT (Ilmu Teknologi) yang digunakan 
untuk mengolah data dalam memproses, menyusun dan menyimpan data untuk 
menghasilkan informasi yang relevan dan akurat yang digunakan untuk pengambilan 
keputusan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk 
mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan 
kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah 
kepada pelayanan publik. Perkembangan teknologi tidak hanya dimanfaatkan pada suatu 
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organisasi bisnis tetapi pada organisasi dibidang sektor publik. 
 
Gambar 1. Kerangka Konsep 
 
Kualitas Sumber Daya Manusia 
(𝑿𝟏) 








1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah 
Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan 
suatu fungsi atau kewenangannya pada suatu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan 
dengan secara efektif dan efisien. (Loly Efendi, 2017) menyatakan bahwa dengan kapasitas 
sumber daya manusia yang dalam hal ini kemampuan sumber daya manusia tersebut 
melaksanaakan tugas dan tanggungjawabnya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan 
pengalaman yang memadai akan membantu menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya 
atas pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kualitas sumber daya manusia merupakan 
elemen sangat penting dalam organisasi agar mampu memberikan kontribusi secara 
optimal. 
Berdasarkan hasil penelitian dari Dito Aditia Nasution dan Nina Andriany Nasution 
(2019) membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh secara 
signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pada pemerintah kabupaten Aceh 
Timur. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis sebagai berikut: 
H1 :  Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap  keandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wajo. 
2. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Keandalan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan acuan dalam penyusunan laporan 
keuangan yang mempunyai aturan hukum yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010. Untuk meningkatkan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
Penerapan prinsip akuntansi yang baik ditetapkan asas akuntabilitas berorientasi pada 
hasil dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Penerapan standar akuntansi 
pemerintah merupakan faktor yang penting dalam penyusunan laporan keuangan agar 
dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah, oleh karena itu 
pemerintah harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP). 
Hasil penelitian (Muslikha Diawati, 2016) membuktikan bahwa Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif dengan tingkat signifikan terhadap keandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Bukti Penelitian ini didukung dari hasil penelitian 
(Mahaputra dan Putra 2014) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis sebagai berikut: 
H2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap 
keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wajo. 
3. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah 
Perkembangan teknologi tidak hanya dimanfaatkan pada suatu organisasi bisnis 
tetapi pada organisasi dibidang sektor publik seperti pemerintahan untuk menyajikan 
laporan keuangan dengan menggunakan manfaat teknologi informasi. Dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dijelaskan 
bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan 
Keandalan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Daerah diKabupaten 
Wajo (Y) 
ISAFIR:  Islamic Accounting and Finance Review 
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020 
ISAFIR - 129 
kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan 
daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. 
Pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi dapat mengelola data transaksi dan 
menciptakan laporan keuangan yang andal, cepat dan memiliki keakuratan data. 
Hasil penelitian dengan pernyataan Loly Efendi, Darwanis, dan Syukriy Abdullah 
(2017) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif 
terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Hal ini didukung oleh penelitian (Yanto, 
2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh 
positif terhadap keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil 
berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Desmiyawati, 2014) teknologi informasi 
tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
H3 :   Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan   pelaporan 




Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer. 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada SKPD di wilayah lingkup pemerintah Kabupaten 
Wajo yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas 
Kesehatan, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling yaitu memilih pegawai yang berhubungan 
langsung dengan bagian keuangan pada SKPD. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode kuesioner dengan daftar pertanyaan yang dibuat untuk beberapa responden 
dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Data yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini diolah menggunakan SPSS 22 dan kemudian dianalisis 
dalam berbagai uji statistik. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Uji Validitas 
Setiap pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki  rhitung>rtabel. Pertanyaan untuk 
responden yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia, standar akuntansi 
pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan keandalan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah dinyatakan valid sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. 
 
Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung besarnya nilai 
koefisien alpha untuk masing-masing variabel. Apabila nilai koefisien alpha berada diatas 
0,60, sehingga dapat dikatakan reliabel. Jika koefisien alpha berada dibawah 0,60 maka 
dinyatakan tidak reliabel. 
 
 
Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 
Kualitas Sumber Daya Manusia 0,836 > 0,60 Reliabel 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 0,927 > 0,60 Reliabel 
Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,913 > 0,60 Reliabel 
Keandalan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
0,897 > 0,60 Reliabel 
Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien alpha dari semua variabel yaitu 
menunjukkan lebih besar dari nilai 0.60. Jawaban responden tersebut dapat dikatakan 
reliabel. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
Diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,573 lebih besar dari tingkat signifikan 
0,05 atau (0,573 > 0,05). Maka sesuai pada dasar pengambilan keputusan uji normalitas 
Kolmogorov-smirnov data berdistribusi normal atau terpenuhi. 
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Tabel 2. Uji Normalitas 




Normal Parametersa Mean .0000000 






Kolmogorov-Smirnov Z .782 
Asymp. Sig. (2-tailed) .573 
a. Test distribution is Normal.  
 
Uji Multikolinearitas 
Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk melihat besarnya tolerance value dan 
besarnya VIF (Variance Inflation Factor) (Ghozali, 2005). Jika nilai tolerance > 0,10 dan 
VIF < 10,00 maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat problem multikolinearitas. Jika 
tolerance < 0,10 dan VIF > 10,00 maka terjadi gangguan multikolinearitas. 
Tabel 3. Uji Multikolinearitas 
Variabel Independent (𝑿) Collinearity Statistics Keterangan 
Tolerance VIF 
Kualitas Sumber Daya Manusia 0,576 1,763 Tidak ada problem 
multikolinearitas 
Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah 
0,602 1,660 Tidak ada problem 
multikolinearitas 
Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,675 1,482 Tidak ada problem 
multikolinearitas 
Sumber: Hasil olah data SPSS, 2020 
 
Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance > 0,10 dan Nilai FIV 
< 10 untuk setiap variabel independen maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
problem multikolinearitas dalam model regresi. 
 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Hasil analisis uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser. Apabila nilai 
signifikan lebih besar dari 0,05 maka kesimpulannya tidak terjadi gejala atau problem 
heteroskedastisitas dalam model regresi. 
Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .235 .291  .808 .427 
Kualitas Sumber Daya Manusia .238 .080 .647 2.981 .006 
penerapan standar akuntansi 
pemerintah 
-.187 .070 -.562 -2.669 .013 
Pemanfaatan Teknologi 
Informasi 
-.053 .060 -.176 .-885 .385 
a. Dependent Variable: ABS    
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Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser diketahui nilai signifikan 
untuk variabel x1 adalah 0,006. Sementara nilai untuk x2 sebesar 0,13. Nilai signifikan 
kedua variabel tersebut < 0,05 maka hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser 
terjadi gejala atau problem heteroskedastisitas. Sedangkan nilai variabel dari x3 adalah 
0,385 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem 
heteroskedastisitas. Untuk mengatasi masalah gejala heteroskedastisitas yaitu 
melakukan alternatif lain dengan menggunakan uji heteroskedastisitas dengan gambar 
scatterplot ada tidaknya problem heteroskedastisitas. 
 
Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas 
 
 
Analisis Regresi Berganda 
Rumus persamaan regresi yaitu Y = α + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝜀 
Keterangan :  
Y = Keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah 
α = Konstanta 
β = Koefisien regresi 
𝑋1= Kualitas sumber daya manusia 
𝑋2= Penerapan standar akuntansi pemerintahan 
𝑋3= Pemanfaatan teknologi informasi 
𝜀 = Standar eror 
Hasil perhitungan model regresi yang diperoleh nilai konstan sebesar 0,613 dan nilai 
koefisien regresi sebesar 0,491𝑋1, 0,377 𝑋2, 0,016 𝑋3. Sehingga persamaan  regresinya  
adalah Y  = 0,613 + 0,491𝑋1 + 0,377 𝑋2 + 0,016 𝑋3. 
Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 










Std. Error of the 
Estimate 
1 .748a .559 .509 .29919 
a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, 
penerapan standar akuntansi pemerintah, Kualitas Sumber 
Daya Manusia 
b. Dependent Variable: Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Daerah 
Sumber: Hasil olah data SPSS, 2020 
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Nilai R Square 0,559. Angka tersebut menujukkan bahwa kontribusi variabel 
independen untuk menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 55,9%. Sisanya 44,1% 
dihasilkan dari (100% - 55,9%), hal tersebut dipengaruhi oleh variabel lain di luar 
persamaan regresi atau variabel yang tidak diteliti. 
 
Uji t dalam Analisis Regresi 
Uji statistik t dilakukan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). 















B Std. Error Beta 
1 (Constant) .613 .691 .886 .384 
Kualitas Sumber 
Daya Manusia 




.377 .167 .379 2.258 .033 
Pemanfaatan 
Teknologi Informasi 
.016 .144 .018 .114 .910 
a. Dependent Variable: Keandalan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 
 
Sumber: Hasil olah data SPSS, 2020 
 
1. Hasil dari uji t diketahui nilai singnifikan dari variabel 𝑋1 sebesar 0,016. Nilai 
signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan α = 0,05 (0,016 < 0,05), maka 𝐻1 diterima: 
Kualitas sumber daya manusia berpengaruh (𝑋1) terhadap keandalan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah (𝑌). 
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Keandalan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Daerah. 
Kualitas sumber daya manusia yang baik dan memiliki kompentensi (keahlian) 
dengan latar belakang pendidikan akuntansi serta pengalaman dibidang keuangan dalam 
menerapkan sistem akuntansi dalam suatu instansi dan dapat terwujudnya keandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan 
keuangan. Kualitas sumber daya manusia yang mampu memberikan pertanggungjawaban 
atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-
unit kerja (dinas) kepada pemerintah pusat atau akuntabilitas vertikal dan 
mempertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Berdasarkan data yang diperoleh, 
tingkat pendidikan pegawai bagian keuangan rata-rata memiliki tingkat pendidikan S1 
yaitu sebanyak 24 pegawai atau 80% dari 30 pegawai. Dengan tingkat pendidikan tersebut 
dapat memadai untuk menjalakan tugas dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. 
 
2. Diketahui nilai signifikan hasil uji t dari variabel 𝑋2 sebesar 0,033 dari tingkat 
signifikan α = 0,05 (0,033 < 0,05), maka 𝐻2 diterima : Penerapan standar akuntansi 
pemerintah (𝑋2) berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah 
daerah (𝑌). 
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Keandalan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Penerapan standar akuntansi pemerintah harus mengacu pada peraturan yang 
berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah. Adanya penerapan dan pemahaman standar akuntansi 
pemerintah merupakan faktor penting dan mampu memberikan pengaruh keandalan 
pelaporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai pertanggungjawaban 
keuangan pemerintah. 
Dalam sudut perspektif teori keagenan merupakan pemerintah sebagai agen yang 
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memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan dan 
akuntabel bagi pengguna informasi laporan keuangan pemerintah atau stake holder 
sehingga dalam pamahaman Standar Akuntansi Pemerintah yang baik maka pengelolan 
keuangan mampu dipertanggungjawabkan sebagai laporan yang relevan, andal, dapat 
dipahami dan dapat dibandingkan. Semakin baik pemahaman dalam menerapkan standar 
akuntansi pemerintahah akan menghasilkan laporan yang berkualitas dan disajikan 
secara jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 
 
3. Hasil dari uji t diketahui nilai signifikan dari variabel 𝑋3 sebesar 0,910. Nilai signifikan 
lebih besar dari tingkat signifikan α = 0,05 (0,910 > 0,05), maka 𝐻3 ditolak : 
Pemanfaatan teknologi informasi (𝑋3) tidak berpengaruh terhadap keandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah (𝑌). 
Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 
Pemanfaatan teknologi informasi berdampak terhadap kinerja dalam menjalankan 
tugasnya dan berfungsi untuk memproses informasi keuangan dan menjamin kebutuhan 
kualitas data akan digunakan dalam pengambilan keputusan serta dalam penyusunan 
laporan keuangan yang andal. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (𝑋3) tidak 
berpengaruh berpengaruh terhadap variabel keandalan pelaporan keuangan pemerintah 
daerah (𝑌) di Kabupaten Wajo. Hal tersebut mengindikasikan bahwa SKPD di lingkup 
Kabupaten Wajo belum secara optimal mengintegrasikan teknologi informasi dan faktor 
belim meratanya dalam penggunaan internet sehingga sangat berdampak terhadap kinerja 
pegwai dalam menjalankan tugasnya. 
Adanya Teknologi informasi hendaknya terintegrasi/terpadu dan menjamin 
kebutuhan terhadap SKPD di Kabupaten Wajo. Pemanfaatan teknologi informasi 
digunakan dalam sektor publik untuk memperoses informasi keuangan yang berguna 




1. Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia dan standar 
akuntansi pemerintah berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wajo. 
2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo 
Hal ini mungkin disebabkan karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Kabupaten Wajo kurang dalam memaksimalkan sistem komputer yang terintegrasi 
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